SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Balangan dalam
pembangunan di Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah maka perlu dilakukan
perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor
38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN
DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Balangan.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
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Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
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B1dang adalah b1dang—b1dang di lingkungan Dinas Pengendahan
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Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Bagian
Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten
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Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten
Balangan.

. - 5 . ST . "
T lenes > Tair inei11friun ~Atvar+ T 4]
init Peigi{sang el ni g, seianjumys agisebut ULl

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Balangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabu paten Dmdngan

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan
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keluarga sejahtera, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(2) Untuk melakmakan tugas eragalmana di maksud pada ayat {1
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menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
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( ) KB) dan keluarga seJahtera,
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Keluarga Berencana

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian
penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
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a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan, keluarga berencana, dan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga,
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mengoordinasikan, membina dan mengawa31 pelaksanaan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga

berencana bidang pengendahan penduduk, penyuluhan dan
penggerakan;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga

berencana bidang keluarga berencana,

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
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kebljakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan, keluarga berencana, dan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

mengoordinasikan, membina dain mengawasi pemarntauai,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga
berencana, dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri dari :

Sekretariat;
Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
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Bidang Keluarga Berencana,;

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR

ORGANTSAST DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan
keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan

i

administrasi ke PCEawW aian.




a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyususun program dan rencana kegiatan Dinas;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
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aluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
lingkup Dinas;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
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g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

{3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
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berikut :

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan

Dinas;
b. menyusun prograi, mengoordinasikain, membina dan

mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan

lingkup Dinas;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
lingkup Dinas;
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menvusun  prograim, mengoordinasikarn, membina dan

mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan
hubungan masyarakat lingkup Dinas;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
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mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup
Dinas; dan
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h. melaksanakan tugas lain sesuai Dbidang tugas dan
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Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :




a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 6

1) Sl b Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
j y S

sanakan penyusunan program dan rencana kegiatan,
evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan

rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

L

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
sesuai kebutuhan;

C. 111€11y1dphdll bahan dan melaksanakai nefj&'bdl‘ﬁa peiiyusuiiail

rencana strategis;
d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;

e. me:nylapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai
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f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja,

g. menvlapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung-

n Laporan Keterangan wey,g-akuupm;\x«

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

keuangan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja;
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keuangan;

[y

a penatausahaan dan akuntansi

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan
pertanggung jawaban keuangan;

n. menyiapkan bahan dan emfasilitasi pemeriksaa internal

........

maupun eksternal serta tlndak lanjut hasil pemerlksaan, dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi,

ketatalaksanaan, i el 1,,;:‘(‘5?3_8_1’1 aset dan administ rasi ke 2Egav
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

perikut

a.

Iis.
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menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan
rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta

administrasi kepegawaian,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah
tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat
dan ekspedisi;

menviapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal
retensi serta penghapusan arsip,

menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuh dan
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menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RRBV) can

Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan
pengelaloan aset;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi
dan ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran
gaji dan tunjangan;
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menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar

urut kepangkatan pegawai;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian
kinerja pegawai;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data
kepegawaian,;

menviapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.




Bagian Kedua
ant Penduduk Penyvt

Pasal 8

(1) Bldang Pengembangan Pengendahan Penduduk Penyuluhan dan

-
enggeraxgar mempt

mengatur dan mengendahkan advokasi dan penggerakan,
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
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Bldang Pengembangan Pengendal an Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan mempunyai fungsi:

a. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian advokasi dan penggerakan;

b. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader
KB; dan

¢. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
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(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan teknis advokasi dan penggerakan,
penyuluhan dan pendayagx.naan PLKB dan kader KB serta
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan advokasi dan penggerakan;

C. menvusun program, mengoord1nas1kan, membma, mengatur dan

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 9
Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan terdiri
dari :
a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
b. Seksi Penvuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga.
Pasal 10

(1) Seksi Advokas; dan Penggerakan mempun‘,mi tugas melaksanakan
lan memberikan fasilitasi dan supervisi advokasi dan penggerakan

@)




(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan advokasi

dan penggerakan;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

advokasi dan penggerakan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis advokasi dan
penggerakan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
advokasi dan penggerakan;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam advokasi
dan penggerakan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

advokasi dan penggerakan,

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja advokasi dan
penggerakan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di
bidang advokasi dan penggerakan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di
bidang advokasi dan penggerakan,;

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan

Kriteria (NSPK) dibidang advokasi dan penggerakan;
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menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi
dan penggerakan;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
bidang advokasi dan penggerakan;

. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang advokasi dan penggerakan; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 11

(1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a.

b.

O

menyiapkan hahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB dan kader KB,
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menylapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

DIWR dan Lader KR«
ri.nD (a8t Kader Khis,

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menviankan bahan dan melaksanakan pemantauan dan avah
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penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menviapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di

bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di
bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB

dan kader KB;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
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menyi iapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
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bldang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan
kader KB; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a.
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menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

pengendalian penduduk dan informasi keluarga,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

~ =g -
Pergenas alian ptu.uuu._;n dan informasi kelc 1arga;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina
penataan desa dan kelurahan;
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menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian

‘1—-‘?“; i

informasi ke

rga,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di
bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di

bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

i i1ialidc 8§ =<

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan informasi
keluarga;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan pemenntan daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter)
pengendalian penduduk di Daerah;

1. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
>

kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan informasi
keluarga; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana

(93}

Pasal 1:

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan distribusi alat dan obat
konstrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta
pembinaan kesertaan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a.

5

penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian mengendalikan  distribusi alat dan obat
konstrasep81,

penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian jaminan pelayanan keluarga berencana;

penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pembinaan kesertaan keluarga berencana.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

(%)

menyusun kebl_]akan teknis mengendalikan distribusi alat dan

1
. gm.-,‘..,.nac“m S rihan belavanan Fehirares. b

Uttt SUtintiastinst, fctijitiict:

- roemrron anytn
i, ot ESEERE=EE) ooy ciiicizi _C\.s.,,.._,c.i,‘:r:. €1 i

gerendc a Bera

pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan distribusi alat dan obat konstrasepsi;

manv11c11r\ nrnn‘vom TTiaenr (\‘f\f\rf;1ﬂ0011/?{r! mnmk1 ? 1"'\01‘\

ESSLwa SR B iV ES I v e 5 ERB L xtw i iiiEs 'gat ur

dan mengendahkan jaminan pelayanan keluarga berencana;




d.
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menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
sendalikan pembinaan kesertaan keluarga berencana

ge

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

a. Seksi Distribusi Alat dan Obat Konstrasepsi; dan

1 ' PG | 4 . e 2
D, Seirs: daminan Pelavanan Kel uarga Berencagns: dan

=SS 5801 fo Y Oiio

c. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

Pasal 15

(1) Seksi Distribusi Alat dan Obat Konstrasepsi mcmpunyal tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi distribusi
alat dan obat konstrasepsi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

1 :3 &
OCTIKUT

a.

b.

~¥

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan distribusi
alat dan obat konstrasepsi,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
distribusti alat dan obat konstrasepsi,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis distribusi alat
dan obat konstrasepsi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
distribusi alat dan obat konstrasepsi;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam distribusi
alat dan obat konstrasepsi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
distribusi alat dan obat konstrasepsi;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja distribusi alat
dan obat konstrasepsi;

rnenviapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijkan teknis
dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsi,

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
distribusi alat dan obat kontrasepsi;

menviapkan bahan pelakmam Norma, Standar, Prosedur Dan

Wit NQDPW of a1 gl- ~ 3-
Kriteria {(NSPK) dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsi;

menyiapkan bahan penjaminan ketersediaan, pelaksanaan
pengadaan dan distribusi alat/obat kontrasepsi dengan prioritas
keluarga miskin;

melaksanakan rancana kebutuhan, penyediaan dan penyaluran

alat/obat konstrasepsi;
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1‘..‘;;

terjangkau aman, berkuahtas dan merata skala Daerah

melaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin
dan kelompok rentan skla Daerah;

melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah,;

melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat/obat kontrasepsi;

G’}Y‘

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 16

(1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi jaminan
pelayaan keluarga berencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah sebagai
berikut:

a.

h
L &

=
)
.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan jaminan
pelayanan keluarga berencana;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis jaminan
pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam jaminan
pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
jaminan pelayanan keluarga berencana,

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja jaminan
pelayanan keluarga berencana;

dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana,

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijkan teknis dibidang
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyliapkan bahan P?}*Pnsaﬁ*}aau Norma, Standar, Prosedur Dan

Kriteria (NSPK) dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan
jaminan pelayanan keluarga berencana;
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menylapakan bahan penetapan dan pengembangan /perluasan

Lnaalata
herencana dan Kesenaian

H“z“‘i‘—"#?: r:"—“n\d_i an ‘«::u".-)” F

reproduk31

. menyiapkan bahan penetapan sasaran peningkatan perencanaan

kehamilan, peningkatan sasaran Unmet Need, peningkatan
sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta
pb;ixnsl‘xu\,d,ri Sdbaf"”' lstd.ri““‘ unscu.i ﬁl{iuP Lud, bd}l (.l&n d.I}yLi‘x,

menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak
reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi serta pelaksanaan
Informed Choice dan Informed Consent dalam pelayanan keluarga
berencana;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan
pelayanan keluarga berencana; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunya1 tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan
kesertaan keluarga berencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a.

b.

Iy

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan
kesertaan keluarga berencana,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
pembinaan kesertaan keluarga berencana;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menylapkap bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

VLLLLILL.L(.&('LLL ru,b\,"taan j.’x.\.,ivi.ar"a be« 11Canag,
P b= ’

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan
kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan e valuasi
pembinaan kesertaan keluarga berencana,

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan
kesertaan keluarga berencana,;

" nn Pt .- a1 AA viisunan isnlrae
. menviapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan

tekms dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
pembinaan kesertaan keluarga berencana;
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i meny1apkan bahan pelaksanaan Norma Standar Prosedur Dan

Kriteria

berencana;

k. menyiapkan bahan penetapan kebijikan dan pelaksanaan
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

[

menyiapkan bahan sarana dan prasarana pelayanan keluarga

berencana mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih
terjangkau, aman, berkualitas dan merata,

m. menyiapkan data sasaran peningkatan partisipasi pria dalam
penggunaan alat/obat kontrasepsi;

n. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi peilaksanaan
kebijakan dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

0. menyusun laporan pelaksanaan kebijikan dibidang pembinaan
kesertaan keluarga berencana; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tu
kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 18

(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita,

anak dan lansia serta bina ketahanan remaja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

a. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, daii
pengendalian pemberdayaan keluarga sejahtera;

b. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

dan

(S-S5

c. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian bina ketahanan remaja.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera,
bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina
ketahanan remaja;

b. menyusun program mengoordinasikan membina, mengatur, dan

-,‘._3--,} rnv AT I ,.,u,wv,\,‘ tnt+nn .
v;;uaxihcu. u_ul.,:_’-‘u M...,cc_L i‘piLaQIhCL 831"1;;_91;“

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
men p‘enﬁ&ﬂz?ﬂ T'“no lzpfp h anan rem 319 d‘_u

=SB L= 83 LLii€
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e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

Pasal 19

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

s uvx.xbl i (:I'h)eru.a_) aaii Lll/lLLa.J. sut. uv_,mu.el”&iiﬁ,

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

s
sal 20

"I]
:n

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan  supervisi
pemberdayaan keluarga sejahtera.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pemberdayaan keluarga sejahtera;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
pemberdayaan keluarga sejahtera;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pemberdayaan keluarga sejahtera;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pemberdayaan keluarga sejahtera;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan / unit kerja dan instansi terkait dalam

b ]
SRS (SR T 15 o seightera:

o _LA¢1JC‘..(_ aly aail K&l LL:.._L gﬁ_ ol RR Eul =

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan keluarga sejahtera;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan  kinerja
ﬂnm}\nrr’i ayaan ""hdq rga sej iah fnrg

feetach S A

h. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
pemberdayaan keluarga sejahtera;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah
dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro

=1

L. menylapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;

m. menylapkan bahan blmbmgan teknis dan fasilitasi dibidang

pemberdayaan Keluargs

1__4,~ -

n\.——-sc—n
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n. melaksanakan fung31 lam yang diberikan oleh pimpinan sesuai

0. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

mempunya1 tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Tt

JTZIZI TUEasS

berikut:

cbagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah sebagal

o

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

0 mer z"

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

ol

menyi aﬂl"“ﬁ bghan dan melaksangkan fagilitasi dan s1inervisi

bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

=

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kkinerja bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

h. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
teknis dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

1. lLA?I”L"J‘“;‘_\_a_I’l bahan pelaksanaan Norm 13, »tand iar, Prosedur Dan

Kriteria (NSPK) dlblaang bina ketahanan ehiaréa balita, anak
dan lansia;

|’

k. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah
dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

1. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan
lansia;

m. menv1ankan bahan bimbingan tekmq dan fasilitasi dibidang bina

stnhaonan kelbiiores y vk .,
Kegnanai sC:ugarga Ccu._..:_c:_, anak dan .LCLA.J_&_.L!.L, Gaii

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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Pasal 22

(1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan dan
memberikan fasilitasi dan supervisi bina ketahanan remaja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina
ketahanan remaja;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
bina ketahanan remaja;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina
ketahanan remaja;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
bina ketahanan remaja;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina
ketahanan remaja;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
bina ketahanan remajsa;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina
ketahanan remaja;

h. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
teknis dibidang bina ketahanan remaja;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina
ketahanan remaja;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang bina ketahanan remaja;

k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
bidang bina ketahanan remaja;

1. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
bidang bina ketahanan remaia;

m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.
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Bagian Kelima

TTiyis
111

Pasal 23

(1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu
serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

(3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis
dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan
fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

N !bM.lJWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 79




